
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   18   TAHUN 2017 

TENTANG     

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RATU ZALECHA MARTAPURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah, dan dalam rangka mewujudkan 

Penatausahaan Keuangan BLUD yang dilakukan secara tertib, 
efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, 
perlu diatur ketentan mengenai Penatausahaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menurut dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

5. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun 
Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. 

6. Belanja adalah semua pengeluaran di rekening kas yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu 
dibayar kembali. 

7. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD. 

8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang 

dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

9. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang 
dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh 
pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. 

10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD 
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk 
menutup seluruh atau sebagaian dari biaya per unit layanan. 

11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagaimana pengecualian dari ketentuang pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

12. Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang 
menerapkan PPK-BLUD. 

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada 

batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku 
umum. 
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14. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis 
BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program 

strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 
BLUD. 

15. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD 
Rumah Sakit berupa Laporan Realisasi Anggaran/Aktivitas, Neraca, Laporan 
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

16. Laporan Realiasi Anggaran adalah laporan yang meyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa 

lebih/kurang dan pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan 
dengan anggarannya dalam satu periode. 

17. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan 

keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, aktivitas investasi dan aktivias pembiayaan. 

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD 

Rumah Sakit yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

19. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi 

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Aktivitas, Neraca, dan 
Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

20. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan 
disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 

 
BAB II 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(1) Penatausahaan keuangan terdiri dari : 

a. BAB I PENDAHULUAN; 

b. BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD; 

c. BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD; dan 

d. BAB IV PENUTUP. 

(2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 
FORMULIR 

Pasal 4 

(1) Formulir kelengkapan dokumen digunakan sebagai pendukung yang 
dipersyaratkan sebagai bukti kelengkapan Administrasi dan 

pertanggungjawaban kegiatan. 

(2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan meliputi; 

a. penatausahaan penerimaan; 

b. penatausahaan pengeluaran; dan 

c. penatausahaan pengesahaan. 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 10 Januari 2017   
     

     BUPATI BANJAR, 
 

   Ttd 

 
H. KHALILURRAHMAN 

 

 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 10 Januari 2017     
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 

    Ttd 

 
                      H. NASRUN SYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 18 
 

 
 


